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ABSTRAK

Konflik yang terjadi pada Partai Politik memperlihatkan bahwa pola penyelesaian
sengketa partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Partai Politik tidak
optimal. Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), sebagai institusi yang
paling berwenang mengesahkan legalitas kepengurusan partai politik berdasarkan
Permenkumham No. 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian
Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta
Perubahan Kepengurusan Partai Politik, dengan digugatnya Kemenkumham,
menegaskan bahwa pemerintah punya andil dalam masalah internal partai politik.
Undang-Undang Partai politik menjelaskan penyelesaian sengketa partai politik,
sehingga pemerintah melalui instrumenya seharusnya melakukan upaya untuk
menjamin dan memastikan agar prosedur penyelesaian konflik internal partai
politik tersebut dijalankan. Upaya tersebut dilakukan agar dinamika partai politik
yang terjadi tidak menciderai esensi demokrasi. Perumusan masalah
penelitian:pertama, bagaimana Kewenangan Kementerian Hukum dan HAM
dalam pengesahan Kepengurusan Partai Politik Ditinjau Dari Perspektif Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 tentang Partai Politik? Kedua Apakah Mekanisme pengesahan
Kepengurusan Partai Politik oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sudah Tepat Dilihat Dari Konteks
Penyelenggaraan Demokrasi? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode
pendekatan yuridis normatif, Sifat yang digunakan dalam penelitian ini bersifat
deskriptif analitis, teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen. Dari
hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: pertama, Kemenkumham
yang tidak mengesahkan suatu kepengurusan dalam pemeriksaan bahwa Partai
Politik yang bersangkutan masih dalam sengketa Partai Politik, mengartikan
bahwa Kemenkumham mempunyai kewenangan lebih dari sebatas mengeluarkan
keputusan deklaratif. Kedua, dalam mekanisme pengesahan kepengurusan Partai
Politik, lemahnya putusan Mahkamah Partai memberikan ruang untuk Pemerintah
yang diwakili olen Kemenkumham untuk memberikan penafsiran yang berbeda
maupun mengabaikan putusan Mahkamah Partai tersebut, sehingga secara tidak
langsung memberikan ruang untuk Kemenkumham Melakukan intervensi dalam
perselisihan kepengurusan Partai Politik.



